
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 649); 

bahwa dalam rangka pelaksanaan 
mewujudkan kinerja yang optimal 
Kabupaten Muna, maka dipandang 
Operasional Prosed ur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Operasional Prosedur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna; 

reformasi birokrasi dan 
pada Sekretariat Daerah 
perlu menyusun Standar 

: a. 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR ~~ TAHUN 2019 

'tENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUBA 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA, 

BUPATIMUNA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

Mengingat 

Menimbang v 



SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Muna. 

Pasal 3 

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I - XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOP pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Muna. 

Pasal 2 

BAB II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Muna. 
2. Standar adalah suatu usaha memberikan ukuran yang dianggap baik dan sesuai ba.gi 

pemakai. 
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian 

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan 
dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus 
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

Pasal 1 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

M t . Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
7. Peraturan en en . . Pemerintah dan 

Standar Operasional Prosedur di Lmgkungan . 2011 
Kabupaten/Kota (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 704); d . Negara Pendayagunaan Aparatur Negara an 8. Peraturan Menten 2012 
Refonnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

9. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 

10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang . Kedudu~n, 
susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretanat 
Daerah Kabupaten Muna. 
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------------ ----- 

I PARAF KOORDINAsil 
UNIT /SA TUAN KERJA PAR r Ji(- ~--1 
SEl':DA KAB. MUNA - -I 

IB SA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNATAHUN 2019 NOMOR . 

Diundangkan di Raha 

pada tanggal 9 0f)fMPx{l 2019 
Pj. SE TARIS DAERAH , 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

Peraturan Bupati in.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

BAB III 

KETENTUANPENUTUP 
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